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       Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah intelijen keamanan atau biasa 

dikenal Intelkam, merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang 

menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen dalam rangka mewujudkan 

keamanan dalam negeri sekaligus berkaitan dengan penyelidikan tindak pidana 

penganiayaan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Pengaturan 

Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-

Sama, Apa Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan Bagaimana Upaya Intelijen Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan 

Secara Bersama-Sama. 

       Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat 

penelitian deskriptif, adapun metode pengumpulan data adalah Field Research 

(penelitian lapangan) dengan teknik wawancara, dan  analisis data secara kualitatif. 

       Berdasarkan data kasus diatas tahun 2018 tindak pidana penganiayaan secara 

bersama-sama tidak ada. Sedangkan ditahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 

4 kasus, namun di tahun 2020 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara 

bersama-sama di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara sebanyak 3 kasus tindak 

pidana. 

       Adapun hasil dari penelitian ini adalah Upaya Intelijen Kepoisian Daerah 

Sumatera Utara dalam menjalankan penyelidikan terhadap tindak pidana 

penganiayaan secara bersama-sama yaitu melakukan penyelidikan dengan dua cara, 

yaitu: penyelidikan secara terbuka terdiri dari, penelitian, wawancara, dan interogasi. 

Sedangkan penyelidikan secara tertutup, yaitu: eliciting, pengamatan, penggambaran, 

penjejakan, pembuntutan, penyusupan, penyurupan, dan penyadapan. 

 

Kata Kunci :  Upaya Intelkam Kepolisian, Tindak Pidana, Penganiayaan secara 

bersama-sama 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 
A.   Latar Belakang 

       Hukum akan mencapai tujuan jika bisa menyeimbangkan antara kepastian hukum 

dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum dan objektif dan 

penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif. Ashadie mengartikan 

hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan 

harus dipatuhi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.1  

       Penegakan hukum saat ini hanya menjadi bahan bacaan saja, namun bila 

dipraktekan, aturan tersebut tampak sangat jauh dari rasa adil bagi masyarakat. Maka 

mau tidak mau seharusnya suatu produk hukum harus dengan segera menyesuaikan 

aturan-aturan didalamnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat serta 

dapat menghasilkan rasa adil ditengah kehidupan bermasyarakat. Keamanan dan 

ketertiban masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat menaati 

aturan ataupun norma-norma yang ada didalam masyarakat tersebut. Suatu peraturan 

perundang-undangan dikatakan baik, belum cukup bila mana hanya memenuhi 

syarat-syarat filosofis, ideologis, dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan 

tersebut juga harus berlaku.2 

                                                             
 1 Zaeni Asyhadie, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20. 

 2 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum ,Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 20. 
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       Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia adalah negara hukum maka 

dibentuklah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan 

tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur 

bagaimana tata cara beracara dalam hukum pidana. Yang mana dalam buku pedoman 

pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  disebutkan bahwa “tujuan 

hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu 

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 

ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku 

yang dapat dikenakan dakwaan terhadap suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya 

minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti telah 

melakukan tindak pidana dan apakah orang yang didakwakan itu dapat 

dipersalahkan”3. 

       Bahwa salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. 

Didalam buku Penghantar Ilmu Hukum disebutkan pengertian dari hukum pidana. 

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, 

kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan 

hukuman yang merupakan derita pada badan atau fisik atau siksaan4. 

       Tindak pidana ialah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum pidana dan memiliki sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu 

bilamana barang siapa melanggar aturan hukum tersebut. Dari pendapat tersebut 

                                                             
 3 Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 

2013, Hal.108. 

 4 Adam Chawazi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 67. 
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pengertian tindak pidana yang dimaksud diatas ialah perbuatan yang oleh suatu aturan 

hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga larangan ditujukan kepada perbuatan 

yang mana suatu keadaan atau kejadian akibat dari perlakuan orang, sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tindak 

pidana. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa orang tersebut sebagai pelaku 

perbuatan tindak pidana atau bisa disebut juga dengan pelaku tindak pidana.5 

       Kepolisian sebagai alat negara yang memiliki tugas pokok sebagaimana 

disebutkan didalam Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945) yang 

menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara 

yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.” Yang kemudian 

ditafsirkan lebih lanjut didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “ Fungsi kepolisian sebagai salah satu 

fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat”.  

       Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi kepolisian 

diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing 

dan saling berkaitan serta terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah 

intelijen keamanan atau biasa dikenal sebagai intelkam. Intelkam merupakan bagian 

                                                             
 5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta,2008, hal. 23-25. 
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integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi 

intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, ataupun penggalangan dalam bidang 

keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen kepolisian 

dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.6 

      Beberapa kewenangan dari pada penyelidik diatur didalam Pasal 4 KUHAP. 

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang mempunyai 

kewenangan sebagai berikut : 

1. menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana pengaduan tentang 

tindak pidana 

2. menerima keterangan barang bukti 

3. memberhentikan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri 

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas 

perintah penyidik berupa: 

a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan; 

b. pemeriksaan dan penyitaan surat; 

c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  

d. membawa dan menghadapkan orang pada penyidik. 

                                                             
 6 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian diIndonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 

2005, hal.34. 
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       Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang masih terus terjadi baik 

yang masih dalam proses pemeriksaan dikepolisian atau masih diduga melakukan 

tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Didalam Pasal 351 ayat (1),  (2), 

(3), (4) dan (5) KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 170 KUHP. Masing-masing Pasal 

tersebut menerangkan tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama 

namun memiliki perbedaan didalam unsur-unsur masing –masing pasal. 

       Salah satu contohnya adalah baru-baru ini terjadi dugaan penganiayaan secara 

bersama-sama terhadap korban (MTA), seorang anggota ormas didusun 16 kali 

serayu pajak kamis desa sintis kec. Percut sei tuan.akibatnya korban mengalami luka 

panah ditangan sebelah kiri.7 Dalam hal ini Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera 

Utara dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya 

sehingga dapat dilakukan pemprosesan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kinerja 

Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara sangat dibutuhkan untuk mengungkap 

dan menemukan pelaku dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 

secara bersama-sama.  

       Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat 

penelitian yang berjudul “ Upaya Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak 

Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Penelitian 

Di Dit Intelkam Polda Sumut)”. 

 

                                                             
 7 Hasil Wawancara Kepada Iptu Teguh Putra Raya Selaku Panit III Dit Intelkam Poldasu, 

Pada Hari Senin Tgl. 1 Februari 2020 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah 

didalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Dilakukan Secara Bersama-Sama? 

2. Apa Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Dilakukan Secara Bersama-Sama? 

3. Bagaimana Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam 

Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-

Sama? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

       Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. 

2. Untuk Mengetahui Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. 

3. Untuk Mengetahui Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam 

Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-

Sama. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

       Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan 

program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi 

Medan. 

2. Manfaat Teoritis 

       Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan 

wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan 

dengan upaya intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. 

3. Manfaat Praktis 

       Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan , 

penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa 

penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

terkhusus yang berkaitan dengan upaya intelijen kepolisian dalam 

penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-

sama, disamping itu penelitian skripsi ini juga menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 

sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil 

judul terkait yang penulis teliti. 
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E. Keaslian Penelitian 

       Didalam keaslian penelitian mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan 

Masalah, dan Kesimpulan dari skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) 

mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi 

terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan 

peneliti dengan judul “Upaya Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak 

Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Penelitian 

Di Dit Intelkam Polda Sumut)”, guna membuktikan bahwa penelitian yang sedang 

dilakukan adalah penelitian asli, yaitu sebagai berikut : 

1. Candra Firman. NPM : 14.840.0157, Bidang Hukum Kepidanaan, Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area, 2019, dengan judul skripsi “Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan 

Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 1350/Pid.B/2017/Pn. Mdn)”. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :8 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama?  

                                                             
 8 Candra   Firman,     Perlindungan     Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama, 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10618/1/148400157%20%20Candra%20Firman%20-

%20Fulltext.pdf , diakses tgl 19 juli 2020, pkl 18.30 WIB. 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10618/1/148400157%20%20Candra%20Firman%20-%20Fulltext.pdf
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10618/1/148400157%20%20Candra%20Firman%20-%20Fulltext.pdf
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3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

berdasarkan putusan nomor : 1350/Pid.B/2017/PN Mdn? 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang 

dilakukan secara bersama-sama, dasar hukum yang mengaturnya pada 

Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana 

secara bersama-sama Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Tindak pidana turut serta Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

dan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

2. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan yang 

dilakukan secara bersama-sama sudah diatur sesuai peraturan yang 

berlaku. Cikal bakalnya adalah Deklarasi Negara-Negara di dunia yang 

didukung oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945dan Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi Perlindungannya tertuang dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia, Pasal 351 ayat( 2) jo Pasal 55ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana, pasal 170,Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perlindungan 
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Hukum terhadap korban dalam penelitian ini hanyalah berupa restitusi 

saja. 

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 

:1350/Pid.B/2017/PN.Mdn didaerah hukum Pengadilan Negeri Medan 

adalah terdakwa dapat dipersalahkan dan tidak ditemukanya ada alasan 

pembenaran atau alasan pemaaf. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa dan beberapa sudut 

teori hukum yang diyakini oleh hakim, maka hakim menjatuhkan pidana 

berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan Pasal 351 ayat (2) 

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tentang 

penganiayaan yang dilakukan secara bersama- sama. 

       Adapun perbedaan antara peneletian skripsi penulis dengan penelitian skripsi 

diatas adalah bahwa penelitian skripsi penulis mengenai upaya intelijen 

kepolisian dalam penyelidikan sedangkan penelitian skripsi diatas mengenai 

perlindungan hukum terhadap korban meskipun sama-sama membahas mengenai 

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Didalam 

penelitian ini juga terjadi perbedaan, pada penelitian skripsi penulis 

menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Dit Intelkam 

Polda Sumut, sedangkan skripsi diatas menggunakan metode penelitian normatif 

dengan melakukan analisis terhadap putusan. 

2. Muh. Chaidir Ali Basir, NPM : B11113502, Departemen Hukum Pidana, 

Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2017, dengan judul skripsi 
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“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan 

Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dan Barang Dimuka Umum (Studi 

Kasus Putusan No.144/Pid.B/2016/Pn.Sgn)”.  

Adapun permasalahan dalam penelitian diatas adalah : 9 

1. Apakah kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap orang 

atau barang merupakan tindak pidana ?  

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan 

Pidana dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2016/Sgm? 

Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah : 

1. Penerapan atau wujud pemidanaan terhadap kekerasan terhadap orang 

yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum nomor putusan: No 

144/Pid.B/2016/Sgm sudah tepat, karena terbukti memenuhi unsur dalam 

perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, 

serta penjatuhan pidana tidak melebihi dari pidana yang diancamkan oleh 

pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara 3 

(tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dikurangi selama mereka ditahan. 

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan 

tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana 

sudah terpenuhi. 

                                                             
 9 Muh.Chaidir Ali Basir. Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan 

secara bersama –sama terhadap orang dan barang dimuka umum, 

https://core.ac.uk/download/pdf/78942173.pdf, diakses tgl 19 juli 2020, pkl 19.53 WIB. 

https://core.ac.uk/download/pdf/78942173.pdf
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       Meskipun tindak pidananya sama-sama dilakukan secara bersama-sama 

namun penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian diatas memiliki 

beberapa perbedaan, diantaranya penelitian penulis merupakan tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, sementara pada penelitian 

skripsi diatas adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-

sama. Selain dari pada itu metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

metode empiris dengan lokasi penelitian di Dit Intelkam Polda Sumut sedangkan 

penelitian skripsi diatas menggunakan metode penelitian normatif dengan 

menggunakan analisis putusan. 

3. Tommy Oktosia, NPM : 150200448, Departemen Hukum Pidana, Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, dengan judul penelitian “Analisis 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka 

Berat (Studi Putusan No. 66/Pid.B/2019/Pn.Wkb)” 

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi diatas adalah:10 

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 

Yang Mengakibatkan Luka Berat? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat? 

                                                             
 10 Tommy Oktosia, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 66/Pid.B/2019/Pn.Wkb), 

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25746/150200448.pdf?sequence=1&isAllowed

=y , diakses tgl 19 juli 2020, pkl 21.53 WIB. 

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25746/150200448.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25746/150200448.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Studi Putusan 

Nomor: 66/Pid.B/2019/PN Wkb? 

Kesimpulan yang terdapat didalam skripsi tersebut adalah:  

1. Penganiayaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di 

dalam Bab XX tentang kejahatan terhadap tubuh (manusia). Penganiayaan 

diatur mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 356. Pengaturan hukum 

tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam 

Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

menyatakan bahwa “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang 

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. 

2.  Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Mengakibatkan Luka Berat, terlebih dahulu dilihat apakah Terdakwa 

dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak. Pertanggungjawaban 

pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Agar 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya maka dapat dibuktikan 

dengan memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan untuk 

bertanggungjawab, kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), serta tidak 

adanya alasan pemaaf. Jika unsur-unsur sudah terpenuhi dan sudah sesuai 

maka dapatlah ditentukan bentuk pertanggungjawaban yang seperti apa 

yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa. 
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3. Analisis yuridis terhadap Putusan No. 66/Pid.B/2019/PN.Wkb yaitu sesuai 

Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka 

berat dan didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 

dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, dan dengan 

keyakinan Hakim, maka putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa 

penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam 

tahanan. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dinilai penulis sudah tepat karena 

telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. 

       Dari uraian-uraian diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian 

yang penulis lakukan dengan penelitian atas skripsi diatas. Penelitian penulis 

menerangkan bahwa penganiayaan dilakukan secara bersama-sama, sedangkan 

skripsi diatas menerangkan penganiayaan yang dilakukan sehingga menimbulkan 

luka berat. Metode yang dipakai dari skripsi diatas menggunakan metode analisis 

putusan, semetara penulis menggunakan metode empiris. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Intelijen Kepolisian 

       Intelijen merupakan bagian dari integral dari fungsi kepolisian yang 

menyelenggarakan kegiatan operasi penyelidikan bagi kepentingan 
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pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam 

negeri.11 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 

berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu Polri untuk 

terus berkembang menjadi lebih professional dan pada saat bersamaan lebih 

dekat dengan masyarakat. Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya 

menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam 

organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan 

kepolisian secara professional dan proporsional yang merupakan syarat 

terwujudnya pemerintahan yang baik.12 

2. Penyelidikan 

       Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang. 

 

 

                                                             
 11 Warsito Hadi Utomo,Op.Cit., hal. 34 

 12 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian , Polri Dan Good Governance, Laksbang Mediatama, 

Surabaya, 2008, hal.22 
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3. Tindak Pidana Penganiayaan 

       Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah  

Straafbaarfeit sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu 

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.13 

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak Pidana juga dapat dikatakan 

sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

       Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap 

dalam pemakaian istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh 

pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti Teguh Prasetyo 

karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah 

tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh 

masyarakat.14 Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek 

tindak pidana.15 

                                                             
 13 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Rengkang Education dan Pukap 

Indonesia, Yogyakarta, 2014, hal. 39 

 14 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 49. 

 15  Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2014, hal. 39 
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      Penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan sengaja menimbulkan 

nestapa (leed) rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain. Secara umum 

tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut dengan Penganiayan, 

tentang arti dan makna kata Penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara 

para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan rasa sakit 

(pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain.16 Didalam penjelasan Pasal 351 

KUHP menjelaskan tentang Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah 

yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi maka yang 

diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak 

enak (penderitaan), rasa sakit, masuk pula dalam pengertian penganiayaan 

ialah sengaja merusak kesehatan orang.  

4. Secara Bersama-Sama 

       Pengertian secara bersama-sama dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP yang berbunyi dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa 

pidana : orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut 

melakukan perbuatan itu. Penjelasan dari Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP 

disebutkan peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang 

dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam 

yaitu : 

                                                             
 16 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, 

hal. 48 
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a. Orang yang melakukan (pleger) 

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) 

c. Orang yang turut melakukan (medepleger) 

d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai 

kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan 

perbuatan itu. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Sifat penelitian 

        Berdasarkan sifatnya penelitian skripsi ini termasuk penelitian yang bersifat 

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 

serinci mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Serta 

metode ini berfungsi mendeskripsikan suatu gambaran dengan objek yang sedang 

diteliti melalui data yang terkumpul.17 Pada penelitian skripsi ini penulis ingin 

menggambarkan mengenai “ upaya intelijen kepolisian dalam penyelidikan 

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (studi 

penelitian di Dit Polda Sumut)”. 

2. Jenis Penelitian 

       Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang 

dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dilapangan.18       

                                                             
 17 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 37 

 18 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta,2010, Hal. 23 



19 
 

Soerjono soekanto dan srimamuji memberikan pengertian tentang penelitian 

hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara menelti data hukum primer. 19 

3. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 

a. Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan 

penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu 

buku, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal, serta internet. 

b. Field Research (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan metode 

lapangan ketika calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan 

mendapatkan jawaban rumusan masalah.20 

      Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 

penelitian lapangan (Field Research). Adapun yang menjadi lokasi penelitian di 

dalam penelitian skripsi ini adalah di Dit Intelkam Polda Sumut. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis 

data primer, data tersebut didapat dari lokasi penelitian (Dit Intelkam Polda 

Sumut). 

                                                             
 19 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hal. 14. 

 20 Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun (Tahun Ajaran 2018-2020), Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2018, hal. 11 
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b. Data Sekunder 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer Diperoleh Dari Undang- Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Didalam bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan 

ilmiah hukum, dokumen- dokumen dan internet. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier memberikan informasi yang menjelaskan tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus 

hukum.21 

5. Analisis Data 

      Didalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, 

yaitu suatu teknik yang menggambarkan data-data yang telah diperoleh, 

sehingga didapat gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan 

                                                             
 21 Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156. 
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sebenarnya.22 Data-data yang diperoleh yang didapat dari lokasi penelitian 

kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga peneliti dapat memberikan 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian 

skripsi ini. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri atas 5 BAB, yaitu : 

Bab I adalah Pendahuluan, terdiri atas : Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan 

Sitematika Penulisan. 

Bab II adalah Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Dilakukan Secara  Bersama-Sama yang terdiri dari Pengaturan Hukum Mengenai 

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara  Bersama-Sama, Macam- 

Macam Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan, dan Sistem Penegakan Hukum Di 

Indonesia. 

Bab III adalah Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama terdiri dari Mekanisme Penyelidikan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-

Sama, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dan Bentuk Sanksi Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. 

                                                             
 22 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, 

Jakarta, 2010, hal. 248 
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Bab IV adalah Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam 

Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 

yang terdiri dari Sistem Pengawasan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian, Upaya 

Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana 

Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, dan Hambatan Yang Di 

Hadapi Dalam Melakukan Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam 

Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK 

PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN 

SECARA BERSAMA –  SAMA 

 

 

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Dilakukan Secara  Bersama-Sama 

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama termasuk kedalam 

jenis kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur 

didalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 170 ayat 

(1). Adapun bunyi dari Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut : 

(1) Barangsiapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan 

terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun enam bulan. 

(2)  Tersalah dihukum : 

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 

merusakan barang atau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu 

luka. 

2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan luka berat pada tubuh. 

3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan matinya orang. 
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Pasal 170 KUHP ini berisi tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan 

terhadap orang atau barang dimuka umum. Dapat dikatakan pasal ini adalah 

gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut 

serta melakukan suatu perbuatan. Maka sering kali para penyidik membuat pasal 170 

KUHP juncto Pasal 351 KUHP dan ditingkatkan pentuntutan Penuntut Umum 

sebagai jenis dakwaan alternatif, yang mana nantinya hakim dapat langsung memilih 

untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan hasil pembuktian 

dipersidangan. 

Pada Pasal 351 KUHP pelaku adalah satu orang . ataupun lebih dari satu orang 

dengan catatan lebih dari satu orang dengan catatan dilakuakan tidak dalam waktu 

bersamaan. Seseorang bisa mendapatkan perlakuan kekerasan dari dua orang atau 

lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya secara bersama sama atau tidak sepakat 

dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah 

pasal 351 KUHP. P.A. F. Lamintang mengatakan dalam bukunya bahwa 

penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka 

pada tu buh orang lain.23 

Adapun isi Pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut : 

(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500,-. 

                                                             
23 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & 

Kesehatan , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.132. 
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(2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat , si tersalah dukum penjara selama-

lamanya lima tahun. 

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-

lamanya tujuh tahun. 

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. 

(5) Percobaan melakukan tindak pidana ini tidak dapat dihukum. 

Kekerasan yang dikenai ketentuan pasal 170 sudah tentu dilakukan oleh para 

pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan 

catatan ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan tersebut terhadap 

orang atau barang. Yang menjadai perbedaan mendasar pasal 170 dengan pasal 351 

adalah dilakukannnya tindakan itu dihadapan orang banyak atau diruang publik 

terbuka, sedangkan pada pasal 351 ini tidak dibedakan apakah dilakukan diruang 

tertutup untuk umum ataupun diruang publik terbuka. 

Ancaman hukuman pasal 170 ini lebih berat dibandingkan dengan pasal 351. 

Apa bila dibandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan 

ancaman hukummannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada pasal 

170 lebih berat. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku 

diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada 

Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan 

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah 

matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 

belas tahun sedangkan Pasal 351 hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum 
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dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.24 

 

B. Macam – Macam Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan 

Kejahatan tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan menjadi 5 macam 

bentuk, diantaranya : 

1. Penganiayaan biasa ( pasal 351 KUHP) 

2. Penganiayaan ringan ( pasal 352 KUHP) 

3. Penganiayaan berat ( pasal 354 KUHP) 

4. Penganiayaan berat berencana ( pasal 355 KUHP) 

5. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang berukualitas tertentu 

yang memberatkan ( pasal 356 KUHP).25 

Adapun penjelasan mengenai macam-macam bentuk tindak pidana 

penganiayaan, yakni :  

1. Tindak pidana penganiayaan biasa 

 Penganiayaan biasa yang bisa disebut dengan penaniayaan pokok atau 

bentuk standar terhadap ketentuan dari pasal 351 KUHP yang pada 

hakikatnya semua penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat 

dan bukan penganiayaan ringan. 

                                                             
24 Wirjono Prodjodikoro, , Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2010, hal. 68. 
25 Adami Chazawi, Kejahatan Teradap Tubuh dan Nyawa, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

2011, hal. 8. 
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 Bila kita amati pasal 351 KUHP maka ada 4 jenis penganiayaan biasa, 

yaitu : 

a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menyebabkan luka berat 

ataupun kematian diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. 

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam pasal 

351 ayat (2) KUHP. 

c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam pasal 351 

ayat (3) KUHP. 

d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan diatur dalam pasal 

351 ayat (4) KUHP. 

2. Tindak pidana penganiayaan ringan 

  Tindak pidana penganiayaan ringan telah diatur didalam pasal 352 

KUHP. Menurut isi dari pasal tersebut, penganiayaan ringan ada apabila 

tidak memenuhi unsur pasal 353 dan pasal 356 serta tidak menyebabkan 

sakit atau halangan untuk mengerjakan jabatan atau pekerjaan. 

  Orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang 

bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya dapat ditambahi 

sepertiga dari hukuman penganiayaan ringan. Penganiayaan tersebut dalam 

pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menyebabkan 
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sakit atau tidak menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau 

pekerjaan sehari-hari.26 

3. Tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 

  Ismu gunadi dalam bukunya mengatakan bahwa arti direncanakan lebih 

dahulu yaitu ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk 

mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan 

tersebut, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu untuk 

merencanakan dan waktu untuk mengerjakan perbuatan penganiayaan berat 

atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu yang tidak 

begitu pendek, belum tentu dikatakan ada rencana terlebih dahulu yang 

dilakukan sedcara tenang. Ini semua tergantung dari keadaan konkrit dari 

setiap peristiwa.27 

  Menurut pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan yang 

direncanakan terlebih dahulu, yakni :  

a. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya dua tahun. 

b. Penganiayaan yang direncanakan dengan mengakibatkan luka berat 

dihukum hukuman penjara selama lamanya empat tahun. 

                                                             
26 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Cetakan III, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2008, hal. 54. 
27 Ismu Gunadi, dkk, Cepat &Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid II), Jakarta, 2011, hal. 

6. 
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c. Penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan kematian 

duhukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan 

tahun. 

4. Tindak pidana penganiayaan berat 

  Tindak pidana berat telah diatur dlam pasal 354 KUHP. Perbuatan berat 

atau dapat dikatakan menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah 

dilakukan dengan sengaja oleh orang yang  menganiayanya. Kesengajaan 

tersebut ditujukan kepada melukai secara berat orang lain. Maka, ada bentuk 

khusus penganiayaan dengan kesengajaan ditujukan kepada orang dengan 

mengakibatkan luka berat dan tidak termasuk mencederai. Bukan berarti 

terjadi nyeri, akan tetapi luka berat.28 

  Istilah luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP, yaitu : 

a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh, dengan 

sempurna atau menimbulkan bahaya maut. 

b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau 

pencaharian. 

c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu panca indera. 

d. Kudung ( rompong ) atau cacat. 

e. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu. 

                                                             
28 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu ( Special Delicten), Didalam KUHP, Sinar Grafika, 

Jakarta , 2009, hal. 74. 
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f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam 

kandungan. 

 Penganiayaan berat ada dua macam bentuk, yakni : 

a. Penganiayaan berat biasa (pasal 354 ayat (1) KUHP) 

b. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (pasal 354 ayart 

(2) KUHP). 

5.  Tindak pidana berat yang direncanakan terlebih dahulu 

  Tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu diatur 

dalam pasal 355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan berat yang 

direncanakan terlebih dahulu, perbuatan ini merupakan gabungan dari 

penganiayaanberat dan penganiayaan direncanakan lebih dahulu (pasal 353 

ayat (1) dan pasal 353 ayat (2) KUHP). 

6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara 

tertentu memberatkan 

  Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 356 KUHP mengatur tentang 

hukuman yang ditentukan pasal 351, pasal 353, pasal 354, dan pasal 355 

dapat ditambah sepertiganya, jika : 

a. Sitersalah melakukan kejahatan itu pada ibunya, bapaknya yang sah, 

istrinya (suaminya) atau anaknya. 

b. Jika kejahatan itub dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada 

waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah. 



31 
 

c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusak jiwa 

atau kesehatan orang. 

 

C. Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia 

Penegakan hukum didefinisiskan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

hukum menjadi kenyataan.mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi 

inti penegakan hukum.penegakan hukum merupakan kegiatan manusia dengan 

segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh 

hukum. 29 

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam 

konsep negara hukum seperti di Indonesia. Proses pembangunan harus diupayakan 

agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan disetiap sektor dan lontas sektoral 

sehingga dapat mencapai tujuan- tujuannya yaitu memberikan perlindungan dan 

kesejahteraan sosial.30  

Pembangunan hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan 

berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan 

( legislation plannin), proses pembuatannya (law making procces), sampai kepada 

                                                             
29 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2009, hal. 12 
30 Edi Setiadi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di 

Indonesia, Kencana, Bandung, 2017, hal. 135. 
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penegakan hukum (law enforcement)  yang dibangun melalui kesadaran hukum ( law 

awareness) masyarakat.31 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, 

yaitu:32 kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan 

keadilan (Gerechtigkeit). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan 

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum 

masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena 

bertujuan ketertiban masyarakat. 

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan 

hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru 

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam 

masyarakat. 

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak 

identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat 

sama rata didepan hukum. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan 

tidak menyamaratakan. 

                                                             
31 Otje Salman Dan Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan 

Membuka Kembali, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 154 
32 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 

2010, hal 160. 
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Penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif 

dalam masyarakat. Faktor faktor tersebut yaitu : 

1. Faktor hukum, yaitu Undang-undang, 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan 

menerapkan hukum, 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.33 

Di antara pekerjaan pengakan hukum dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, dan 

Lembaga Permasyarakatan, maka pekerjaan polisi adalah yang paling menarik, 

karena di dalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan . 

polisi pada hakekatnya sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum 

mengalami perwujudannya, terutama dalam kasus pidana.34 

Adapun yang menjadi komponen penegak hukum adalah : 

1. Kepolisian 

                                                             
33 M.Ali Zaidan, Hukum Pidana : Menuju Pembaruan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,  hal. 110 
34 I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian : Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan 

Hukum Serta Perlindungan HAM, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 61 
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Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok POLRI yaitu : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

b. Menegakan hukum, 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Tugas polri dalam mewujudkan penegakan  hukum guna terpeliharanya 

keamanan dan ketertiban pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang 

hidup. Polri diharapkan dapat berbuat banyak peran dalam penegakan 

hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas Polri sebagai aparat penegak 

hukum sebagaimana diatur dalam pasal Undang-undang Nomor 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang 

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.35  

2. kejaksaan 

Lembaga kejaksaan memiliki tugas pokok untuk menyaring kasus yang 

layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas-berkas yang 

diperlukan seperti membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di 

hadapan persidangan dan melakukan penuntutan serta melaksanakan 

putusan-putusan pengadilan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.16 tahun 

2004 menyatakan bahwa jaksa memiliki wewenang sebagai pelaksana 

                                                             
35 Ibid, 
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putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

berdasarkan undang-undang. Tindakan jaksa dalam hal pelimpahan perkara 

ke pengadilan negeri yang berwenang harus tetap berdasarkan aturan hukum 

acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di 

sidang pengadilan.36 

3. Pengadilan 

Pengadilan adalah suatu proses dalam sistem peradilan pidana yang 

berjalan dengan proses-proses yang terstrukturterlebih dahulu seperti, 

penyidikan dan penuntutan. Karena dalam tahap ini suatu perkara akan 

dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, 

apakah perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tau 

tidak. 

Pengadilan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan 

keadilan, melindungi hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan 

pidana, melakukan pemeriksiaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, 

memberikan putusan yang adildan berdasarkan hukum yang berlaku, dan 

menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat 

berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan tingkat ini. 

Pengadilan tidak lepas dari hakim sebagai orang atau pihak yang berwenang 

untuk menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang.37 

                                                             
36 Edi Setiadi, Op.cit. hal 114 
37 Ibid, hal. 115 
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4. Lembaga Permasyarakatan 

Lembaga ini berfungsi dalam sistem peradilan pidana, karena 

keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan 

pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nantinya 

narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga 

pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas. 

Lembaga permasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan 

putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan, 

memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya 

untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa 

kembali ke masyarakat.38 

5. Pengacara atau Advokat 

Komponen lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yang 

termasuk dalam wilayah penegak hukum adalah advokat. Walau bukan 

merupakan aparat pemerintah, namunadvokat memiliki status sebagai aparat 

penegak hukum sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memiliki peran penting dalam 

mewakili warga negara dengan pemerintah atau negara melalui alat-alat 

penegak hukumnya. 

Pengacara atau advokat sebagai penegak hukum memiliki fungsi 

sebagai pembela bagi tersangga atau terdakwa dan menjaga hak-hak 

                                                             
38 Ibid, hal 116-117 
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tersangka atau terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana. 

Advokat memiliki kewenangan dan tugas disemua tingkatan dalam sistem 

peradilan pidana. Semua itu dengan maksud untuk memberikan bantuan 

hukum kepada tersangka atau terdakwa. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 

69 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bunyinya :” 

penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau 

ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan 

dalam undang undang ini.” 39 

                                                             
39 Ibid,hal 117 
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BAB III 

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-

SAMA 
 

 

A. Mekanisme Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 

Dalam rangka mengadakan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, Kepolisian Republik Indonesia 

dapat mengadakan identifikasi Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian 

dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana dan pelayanan 

identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka 

melaksanakan fungsi Kepolisian yang mana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf H 

Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. 

Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa 

laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh 

aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat 

tidak menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan 

menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang 

cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam 
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menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga 

tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.40 

Sebelum KUHAP berlaku, “opspornig”  atau dalam istilah inggris disebut 

sebagai “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan 

penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan 

pengusutan (opspornig). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari 

dan menemukan jejak berupa keterangan da bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga 

sebuah tindak pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opspornig) 

atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi 

pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari 

segi pengertian dan tindakan.41 

KUHAP memberikan pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 

menururt Undang-undang. Didalam Kepolisian dikenal dengan istilah reserse atau 

penerimaan laporan dan pengaturan laporan dan pengaturan serta menyetop orang 

yang dicurigai untuk diperiksa. Dengan kata lain penyelidikan adalah tindakan 

sebelum penyidikan atau tahap pertama dalam mencari kebenaran.42 

                                                             
40 Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan, Alauddin 

University Press, Makassar, 2013, hal 43. 
41 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2012, hal. 64 
42 Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 119 
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Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan 

Berdasarkan pasal 21 UU No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa 

Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau 

pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencaribukti-

bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka 

sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak 

pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang 

menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada 

kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian 

membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan 

membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. 

Pengetahuan dan pengertian penyelidikan harus dinyatakan dengan jelas dan 

pasti, karena proses penyidikan langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi 

manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah 

sebagi berikut : 

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik, 

2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik, 

3. Pemeriksaan ditempat kejadian, 

4. Pemanggilan gtersangka atau terdakwa, 
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5. Penahanan sementara, 

6. Penggeledahan, 

7. Pemeriksaan atau interogasi, 

8. Berita acara, 

9. Penyitaan,  

10. Penyampingan perkara, 

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut kepada penuntut umum dan 

pengambilanya kepada penyidik untuk disempurnakan.43 

Adapun yang menjadi wewenang penyelidik dalam melakukan penyelidikan 

menurut pasal 4 KUHAP ialah: 

1. Menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, 

2. Menerima keterangan dan barang bukti, 

3. Memberhentikan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri, 

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas 

perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : 

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan 

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat 

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

d. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik 

                                                             
43 Ibid, hal.120 
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B. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar 

hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat sejalan 

dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan istitusi 

penegak hukum. Ketidakpuasan ini terlihat ketika adanya peningkatan kriminalitas di 

Amerika Serikat pada tahun 1960.44 

Mardjono Reksodiputro mengatakan dalam buku Romli, bahwa sistem 

peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan. Sebagaimana yang dimaksud dengan menanggulangi adalah pengendalian 

kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Adapun sistem pengendalian 

kejahatan disini terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 

pemasyarakatan terpidana.45 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa sistem peradilan pidana 

dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu 

ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem peradilan pidan juga 

merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan 

agar berada dalam batas-batas yang dapat diterima. 

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu 

pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang 

keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

                                                             
44 Edi Setiadi, Op.cit. hal. 17 
45 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada, Jakarta, 

2010, hal. 3. 
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pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang 

keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki 

mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat 

vertikal sesuai dengan sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, 

sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial 

memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut 

bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur 

penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan 

adalah sistem sosial. 

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan cara mengajukan 

para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera dan hukuman 

yang sesuai kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan 

berpikir dua kali sebelum melakukan suatu tindakan kejahatan.46 

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana 

terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan 

prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses 

kewenangan yang diberikan Undang-Undang Sistem peradilan pidana di Indonesia 

tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam 

                                                             
46 Edi Setiadi, Op.cit. hal. 19 
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hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berhubungan dengan sistem peradilan pidana.47 

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem 

secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara 

pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi 

faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem 

sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus 

dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya 

sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi 

justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi 

dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu. 

Sistem peradilan pidana, bila dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, dan 

terpadu antara subsistem yang membentuknya, maka manfaat sistem peradilan pidan 

akan mewujudkan tujuannya dan akan menghasilkan manfaat berupa : 

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu, yaitu 

polisi. Data statistik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyusun 

kebijakan kriminal secara terpadu dalam rangka penanggulangan kejahatan. 

2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam 

penanggulangan kejahatan. 

                                                             
47 Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem 

Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakara, 2013, hal. 145. 
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3. Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial 

yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional. 

4. Membeikan jaminan kepastian hukum, baik kepada individu maupun 

masyarakat.48 

Apabila ketidakterpaduan bekerjanya antar sistem terjadi, maka diperkirakan 

akan menimbulkan kerugian akibat dari tumpang tindihnya kewenangan dan 

kebijakan masing-masing subsistem, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, dan 

sistem penegak hukum yang tidak terstruktur. Adapun kerugiannya  berupa : 

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-

masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; 

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing 

instansi sebagai subsitem dari sitem peradilan pidana; 

3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka 

setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari 

sistem peradilan pidana.49 

Di Indonesia sendiri dikenal empat model sistem peradilan pidana, diantaranya 

yaitu : 

1. Crime Control Model ( Model Pengendalian Kejahatan) 

                                                             
48 Edi Setiadi, Op.cit. hal. 23. 
49 Ibid. hal. 24 
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Model ini merupakan model sistem peradilan pidan ayang bersifat 

represif dalam menanggulangi perilaku jahat. Penanggulangan kejahatan 

dengan model ini cenderung menggunakan hukuman yang tinggi juga 

bersifat penalty, melalui screening yang telah dilakukan oleh polisi dan jaksa 

sebagai indakator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap 

seseorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidaknya  dalam proses 

peradilan. 

Model ini menyatakan bahwa pemberantasan atau penanggulangan 

kejahatan berupa fungsi kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus 

diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama 

model ini harus ditujukan kepada efisiensi proses peradilan pidana. 

Penekaan pada model ini adalaha efektifitas, yaitu kepastian dan cepat. 

Pembuktian kesalahan seorang tersangka atau terdakwa sudah dapat 

diperoleh pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian.50  

2. Due Process Model ( Model Perlindungan) 

Model sistem ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu 

kasus yang sedang diselesaikan harus diperoleh melalui prosedur formal 

yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di model ini setiap prosedur 

adalah penting dan tidak boleh dilewatkan. Setiap proses harus dilakukan 

melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, 

penangkapan, penahanan, penyitaan,dan peradilan. Dengan cara ini 

                                                             
50 Ibid. hal.72-73. 
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diharapkan seorang tersangka yang nyatanya tidak bersalah dapat menerima 

kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.  

Sistem peradilan model ini sebaiknya digunakan untuk mengontrol dan 

mencegah penguasa dari eksploitasi dan efisiensi yang maksimal. Dengan 

kata lain, titik fokus dari model ini adalah melindungi individu yang 

bersangkutan dalam proses pidana dari kekerasan, penyalahgunaan 

kekuasaan dari masyarakat. 

Model perlindungan ini lebih mengarah kepada anggapan bahwa pelaku 

tindak pidana bukan sebagai objek. Proses merupakan suatu arena rangkaian 

bagaimana dapat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan 

mengadili serta mempersalahkan pelaku kejahatan sesuai dengan norma-

norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku.51 

3. Model Kekeluargaan 

Model ini menempatkan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan 

tidak sebagai musuh masyarakat, melainkan dipandang sebagai anggota 

keluarga yang melakukan kesalahan yang harus dimarahi guna 

mengendalikan kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh diasingkan. Semua 

harus dilandasi dengan semangat dan kasih sayang. 

Karena titik tolak ideologis dari model kekeluargaan ini adalah kasih 

sayang antar sesama, konsep pemidanaan yang diunggulkan dalam model ini 

                                                             
51 M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem 

Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 68. 
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bukan dalam kerangka untuk mengasingkan atau menyingkirkan pelaku, 

menurut model kekeluargan ini , pelaku kejahatan diberi perlakuan dengan 

penuh kasih sayang. Dalam model ini, pelaku kejahatan diumpamakan 

seperti anak kecil yang berbuat salah, ia dapat diberi sanksi tanpa harus 

diasingkan dari masyarakat, karena dia masih dianggap bagian dari keluarga. 

Adapun nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan pidana ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Menurut model ini pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai 

musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang 

harus dimarahi guna pengendalian kontrol pribadinya tetapi tidak 

boleh diasingkan dari masyarakat. 

b. Didasari semangat cinta kasih. 

c. Mengacu kepada pelaku.52 

4. Model Yuridis dan Model Kemudi 

Model yuridis mengandung pandangan yang idealis mengenai hukum 

acara pidana, yang dijadikan sebagai landasan dalam model ini. Hal ini 

digambarkan dari pandangan idelaisnya bahwa badan-badan yang bertugas 

dalam bidang peradilan pidana harus berusaha memperjuangkan tercapainya 

keadilan. 

Sedangkan model kemudi memberikan penekanan kepada hukum dalam 

kerangka manfaat sosial, tertib sosial, dan menegakkan hukum sebagai 

                                                             
52 Ibid, hal. 75 
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fungsi dari tertib sosial. Dalam hal ini, diantara badan-badan kehakiman ada 

kesamaan yang prinsispil. Model ini juga terlihat dinamis dan terbuka bagi 

kenyataan sosial. 

 

C. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 

KUHP membagi tindak pidana atau delik menjadi dua kelompok yaitu didalam 

Buku Kedua dan Ketiga. Diantaranya adalah kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan 

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pelanggaran 

merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan 

oleh pemerintah. 

kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan 

wetsdelict atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang 

dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai 

orang lain, mencuri, dan sebagainya. Delik undang-undang melanggar apa yang 

ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi 

yang mengendarai kendaraan bermotor dan mobil di jalan umum, atau memakai helm 

ketika mengendarai sepeda motor.53 

                                                             
53 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 

hal. 58 
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Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat 

dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman 

yang akan dijatuhkan itu dapat berupa: 

1. Pidana pokok 

a. Pidana mati 

Pidana Pidana mati merupakan pidana terberat dari semua jenis 

pidana. Pidana mati diancamkan secara altematif, pada umumnya 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-

selamanya dua puluh tahun.54 

b. Pidana penjara 

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan 

kemerdekaan. Ada beberapa sistem yang ada dalam pidana penjara, 

diantaranya yaitu:55 

1) Pensylvanian System : terpidana menurut sistem ini 

dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima 

tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh 

bekeija di luar sel, satu- satunya pekerjaan adalah membaca 

buku suci yang diberikan padanya. 

2) Auburn System : pada waktu malam ia dimasukkan ke dalam 

sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya ia diwajibkan 

                                                             
54 Ibid, hal. 117 
55 Ibid, hal. 120-121 
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bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling 

berbicara satu sama lain. 

3) Progressive System : cara pelaksanaan pidan amenurut sistem 

ini adalah bertahap. 

c. Pidana kurungan 

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana 

perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam 

beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Kententuan-

ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole  Artinya mereka 

mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan 

alat tidur sendiri atas biaya sendiri / Pasal 23 KUHP. 

2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan 

tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara / Pasal 19 

KUHP. 

3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. 

Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi 

pemberatan pidana, karena bersamaan, atau karena ketentuan 

Pasal 52 atau Pasal 52a (Pasal 18 KUHP). 

4) Apabila terjadi penjara dan terpidana kurungan menjalani masing 

- masing disatu tempat, maka terpidana kurungan harus terpisah 

tempatnya. (Pasal 28 KUHP) 
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5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerah 

terpidananya sendiri / biasanya tidak di luar daerah yang 

bersangkutan. 

d. Pidana denda 

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk 

mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan 

pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah 

RpO,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak  ditentukan secara 

umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan 

dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan 

adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian akhir dari undang-undang 

tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 

yang mendahuluinya. 56 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

Pasal tindak pidana yang mengatumya adalah pasal 317, 318, 334, 

347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang 

dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam 

waktu tertentu saja, kecuali yang bersangkutan dijatuhi pidana seumur 

hidup atau pidana mati. 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

                                                             
56 Ibid, hal. 123 
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Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas 

barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. 

Dalam pasal 39 KUHP mengatakan bahwa barang kepunyaan terhukum 

yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan 

melakukan kejahatan akan dirampas. 

Adapun prinsip dasar perampasan barang tertentu yaitu: 

1) Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap 2 jenis 

barang yang disebutkan pasal 39 KUHP 

2) Hanya diancam dan dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, 

dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberaa tindak pidana 

pelanggaran.’ 

3) Hanya diancam dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang- 

barang milik terpidana tadi. 

c. Pengumuman putusan hakim 

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam 

hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya terdapat 

dalam Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP. Dalam pidana ini 

hakim bebas perihal cara melaksanakan pengumuman, misalnya melalui 

surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biaya 

ditanggung terpidana. 
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BAB IV 

UPAYA INTELIJEN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA 

DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG 

DILAKUKAN SECARA BERSAMA –SAMA 

 

 

A. Sistem Pengawasan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian 

Sistem pengawasan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian merupakan suatu 

rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses 

penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam 

rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana 

agar dapat dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan. 

Alasan mengapa di dalam penyidikan diperlukan sistem pengawasan, 

dikarenakan berdasarkan fakta adanya fenomena penyalahgunaan kewenangan, 

penyalahgunaan diskresi kepolisian. Adanya fenomena ketidakdisiplinan oknum 

anggota polri, ada fenomena korupsi,  fenomena pengacara, penasehat hukum 

terdakwa dan mafia kasus yang mempengaruhi tim penyidik sehingga bisa diatur 

segalanya seperti pasal-pasal KUHP yang akan diterapkan, dan sejenisnya.57 

Sistem pengawasan penyidikan terdiri dari sistem pengawasan eksternal dan 

internal, adapun pengawasan itu adalah : 

                                                             
57 I Ketut Adi Purnama, Transparansi Penyidik Polri : Dalam Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 113 



55 
 

1. Pengawasan eksternal 

Pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu badan pemerintahan ataupun 

non-pemerintah diluar dari Kepolisian, diantaranya ialah : 

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang 

didirikan oleh individu atau sekelompok orang yang secara sukarela 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. 

Secara garis besar organisasi LSM atau organisasi pengawas 

non pemerintah memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat. Adapun  ciri-

ciri dari LSM adalah: 

1) Organisasi bukan bagian dari pemerintah, birokrasi 

ataupun negara, 

2) Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan, 

3) Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, 

tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang 

dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.58 

b. Ombudsman RI 

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong 

penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif dan efisien, 

                                                             
58 Ibid, hal. 114 
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jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Hal ini diatur dalam undnag-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang 

Ombudsman RI. Ombudsman RI bertugas menerima laporan atas 

dugaan maladministrasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan 

publik, melakukan pemeriksaan substansi laporan, menindaklanjuti 

laporan, melakukan investigasi, melakukan koordinasi dan kerja 

sama dengan lembaga lain, serta melakukan upaya pencegahan 

maladministrasi. 

Anggota Ombudsman RI mempunyai imunitas sehingga ketika 

bertugas tidak dapat ditangkap, ditahan, diintrogasi, dituntut atau 

digugat dimuka pengadilan. Hal itu sesuai pasal 10 Undang-undang 

Ombudsman RI. Hal ini bertujuan agar tidak ada kriminalisasi 

anggota Ombudsman. Namun demikian imunitas ini bukan berarti 

dengan semena-mena digunakan oleh anggota Ombudsman, karena 

ada kode etik yang mengaturnya. Media serta masyarakat bisa 

mengawasinya. 

Ombudsman RI merupakan lembaga pengawas pelayanan 

publik, yang juga mengawasi pelayanan penegak hukum, pemda, 

badan pertanahan nasional dan penyelenggara layanan publik 

lainnya. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah hak setiap 

warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Karenanya negara 

berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan, guna 
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memenuhi hak-hak dasar warga negaranya yang dijamin oleh 

konstitusi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. Kini bagi masyarakat yang merasa yang 

merasa tidak puas dengan pelayanan publik, sudah ada tempat 

untuk mengadukannya, yaitu lembaga Ombudsman RI.59 

c. Komnas HAM 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM 

adalah sebuah lembaga mandiri di indonesia yang kedudukannya 

setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi 

melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, 

investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi 

manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1933 berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993, tentang Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia. 

Komnas HAM memiliki tujuan yaitu : 

1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, 

dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. 

2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna 

berkembangnya pribadi manusia indonesia seutuhnya dan 

                                                             
59 Ibid, hal.115 
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kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang 

kehidupan.60 

d. Kompolnas 

Kompolnas merupakan mitra strategis Polri, Karena 

Berdasrkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri sebagai 

lembaga negara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta 

memberi perlindungan dan pelayanan masyarakat dalam rangka 

terjaganya keamanan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas ini, 

kepolisian memerlukan mitra dalam memberikan masukan yang 

komprehensif mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. 

Mitra strategis polri dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

yaitu  Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.61 

e. Komisi III DPR RI 

Komisi III DPR RI membidangi hukum dan perundang-

undangan, HAM, dan keamanan, sudah menjadi tugas dan 

fungsinya melakukan pengawasan terhadap Polri agar tidak terjadi 

penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskresi kepolisian, 

dan ketidak disiplinan anggota kepolisian.62 

2. Pengawasan internal 

                                                             
60 Ibid, hal.116 
61 Ibid, hal.117 
62 Ibid, hal.120 
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Pengawasan internal ini sendiri dilakukan oleh badan atau organisasi 

internal kepolisian. Adapun badan atau organisasi yang dimaksud adalah : 

a. Propam Polri dan P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan 

Disiplin) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang 

Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, khususnya ketentuan mengenai peraturan disiplin. 

Propam Polri adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan 

yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah stu struktur 

organisasinya, Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri 

berbentuk divisi yang bertanggung jawab terhadap masalah 

pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal 

organisasi polri yang disingkat divisi Propam Polri  sebagai salah 

satu unsur pelaksana staf khusus Polri ditingkat Markas Besar yang 

ada dibawah Kapolri. 

Ada 3 fungsi Propam, diantaranya : 

1) Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi polri 

di pertanggungjawabkan kepada Pus Paminal, 

2) Fungsi pertanggungjawaban profesi di 

pertanggungjawabkan kepada Pus Bin Profesi. 
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3) Fungsi Provost dalam penegakan disiplin dan ketertiban 

lingkungan di pertanggungjawabkan kepada Pus Provost.63 

b. Inspektorat Pengawasan 

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan berfungsi untuk 

meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam mekanisme 

pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dibiayai oleh 

APBN/APBD dengan prinsip efektif dan efisien, transparan, 

perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga menghasilkan 

pertanggungjawaban fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi 

pelaksana tugas pokok polri dimasa mendatang. 

Petugas pengawas ditingkat Mabes Polri dipimpin Irwasum 

Polri, ditingkat Polda dipimpin Irwasda, dan ditingkat Polres 

dipimpin oleh Kasie Pengawasan, dengan tujuan agar para 

Kasatker/ Kuasa Pengguna Anggaran  dapat melaksanakan tugas 

pokoknya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

negara yang menjadi tanggung jawabnya.64 

c. Pengawas Penyidik 

PERKAPOLRI No 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah dasar dari pengawas penyidik 

                                                             
63 Ibid, hal.121-122 
64 Ibid, hal.125 



61 
 

dalam melakukan pengawasan proses penyidikan perkara pidana. 

Tindakan  pengawasan dilakukan dalam rangka terciptanya proses 

penyidikan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang 

berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan 

perkara dilakukan secara profesional, proporsional, dan 

transparan.65 

 

B. Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan 

Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 

Upaya Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan 

penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama 

adalah sebagai berikut :66 

1. Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan upaya penyelidikan 

secara terbuka, yang  terdiri dari : 

a. Penelitian, dalam hal ini melakukan segala upaya yang bertujuan 

menemukan suatu yang baru, mencari jalan pemecahan masalah atau 

kejelasan tentang satu fenomena yang terjadi. 

b. Wawancara, yaitu segala usaha, pekerjaan, maupun tindakan yang 

terencana dan terarah terhadap seseorang yang menjadi narasumber 

untuk mendapatkan informasi dengan pertanyaan yang telah disiapkan. 

                                                             
65 Ibid, hal.127 
66 Hasil Wawancara Kepada Iptu Teguh Putra Raya Selaku Panit III Dit Intelkam Poldasu, 

Pada Hari Senin Tgl. 1 Februari 2020 
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c. Interogasi, yaitu kegiatan yang dilakukan malalui tanya jawab langsung 

dengan kontrol si penanya. 

2. Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga melakukan upaya 

penyelidikan secara tertutup, yang mana terdiri dari : 

a. Eliciting, melakukan kegiatan tanya-jawab terhadap narasumber sebagai 

bahan keterangan. 

b. Pengamatan, melihat dan memperhatikan sesuatu dengan teliti dan 

seksama. 

c. Penggambaran, membayangkan atau menceritakan tentang objek 

maupun peristiwa yang merupakan hasil dari pengamatan. 

d. Penjejakan, mengikuti dan memprhatikan target dengan menggunakan 

panca indera ataupun bantuan alat tertentu. 

e. Pembuntutan, spertihalnya penjejakan, pembuntutan dilakukan dengan 

jarak dekat. 

f. Penyusupan, menempatkan agen kedalam lingkungan sasaran dengan 

tujuan mendapatkan informasi. 

g. Penyurupan, teknik ini dilakukan dengan memasuki lingkungan target 

tanpa diketahui guna mendapat informasi melalui penggeledahan 

h. Penyadapan, mendapatkan bahan informasi melalui alat komunikasi 

yang digunakan tanpa diketahui target. 
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Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di lakukan Secara 

Bersama-Sama Tahun 2018-2020 

NO Tahun Jumlah Kasus 

1 2018 Nihil 

2 2019 4 

3 2020 3 

Jumlah Keseluruhan 7 

 

Berdasarkan data kasus diatas tahun 2018 tindak pidana penganiayaan secara 

bersama-sama tidak ada. Sedangkan ditahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 

4 kasus, namun di tahun 2020 tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara 

bersama-sama di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara sebanyak 3 kasus tindak 

pidana. 

Struktur organisasi bagian Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian dareah 

Sumatera Utara yaitu sebagai berikut : 

1. DIR INTELKAM  : Kombes Pol Dwi Indra Maulana, SIK 

2. WADIR INTELKAM  : AKBP Jonson Marudut Hasibuan 

3. Ps. KASUBDIT IV : Kompol Drs. B. Simatupang 

4. KANIT I   : Kompol MHD. Gunawan 

5. KANIT II   : Kompol Binsar Siahaan 

6. KANIT III   : - 
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7. KANIT IV   : Kompol Arifin Siagian 

8. KANIT V   : AKP Rohot P. Nainggolan, S.Sos 

 

C. Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Melakukan Upaya Intelijen Kepolisian 

Daerah Sumatera Utara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan 

Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama 

 Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya intelijen 

Kepolisian di wilayah Sumatera Utara  dalam melakkukan penyelidikan tindak 

pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah sebagi 

berikut:67 

1. Hambatan internal 

a. Tenggang waktu dalam pelaksanaan penyelidikan dalam surat perintah 

yang sangat singkat sehingga menjadikan operasi kurang optimal. 

b. Tidak didukung dengan alat khusus (Alsus) serta dana operasi yang 

kurang memadai. 

c. Kurangnya koordinasi  antara Sat Intelkam Daerah kabupaten/kota 

dengan tingkat Kepolisian Daerah. 

 

 

 

                                                             
67 Hasil Wawancara Kepada Iptu Teguh Putra Raya Selaku Panit III Dit Intelkam Poldasu, 

Pada Hari Senin Tgl. 1 Februari 2020 
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2. Hambatan eksternal 

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi adalah masyarakat disekitar 

tempat kejadian perkara tidak mau atau enggan memberikan informasi 

terkait tindak pidana yang terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan didalam penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama termasuk 

kedalam jenis kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum, sebagaimana 

yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu 

dalam Pasal 351 Jo Pasal 55 KUHP,170 ayat (1).  

2. Sanksi pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara 

selama-lamanya dua tahun delapan bulan, sedangkan didalam Pasal 170 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana selama-lamanya lima tahun enam 

bulan. Bentuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, diantaranya 

hukuman pokok yang terdiri dari : hukuman mati, hukuman penjara, 

hukuman kurungan, hukuman denda. Adapun hukuman tambahan berupa : 

pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, 

pengumuman putusan hakim. 

3. Upaya Intelijen Kepoisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan 

penyelidikan terhadap tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama 
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yaitu melakukan penyelidikan dengan dua cara, yaitu: penyelidikan secara 

terbuka terdiri dari, penelitian, wawancara, dan interogasi. Sedangkan 

penyelidikan secara tertutup, yaitu: eliciting, pengamatan, penggambaran, 

penjejakan, pembuntutan, penyusupan, penyurupan, dan penyadapan. 

 

B.   Saran 

       Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Seharusnya ada perbaikan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang mulai tidak relevan lagi pada masa ini, Rancangan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang baru harus segera dilakukan sehingga Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dapat segera terbentuk dan 

disahkan. 

2. Seharusnya sanksi hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara 

bersama-sama memiliki hukuman minimal, tidak hanya memberikan batas 

sanksi maksimal saja, sehingga didalam penerapan sanksi tersebut memiliki 

konsistensi dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana 

penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. 

3. Seharusnya pemerintah dapat mendukung pemberian alat khusus yang 

memadai bagi Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam 

menjalankan tugasnya, dan juga memberikan dana operasional yang sesuai 

untuk menunjang kinerja Intelijen Kepolisian Daerah Sumatera Utara. 
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